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ABSTRAK 

 
Dalam ketentuan hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di 

dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan 

pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk 

menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam 

sidang pengadilan. Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk 

menentukan seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP 

yang meliputi: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan 

terdakwa. Seiring dengan perkembangan teknologi, alat bukti elektronik menjadi 

bagian dari alat bukti yang sah jika mengacu pada Undang- Undang khusus. Alat 

bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti petunjuk yang berada dalam pasal 

188 ayat (2) KUHAP yang artinya alat bukti elektronik bukanlah alat bukti yang 

berdiri sendiri sebagaimana lima alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 

KUHAP, namun pasca adanya putusan Makamah Konstitusi Nomor 20/PUU- 

XIV/2016   maka   ―Khususnya   Informasi   Elektronik dan/atau dokumen elektronik 

sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan 

kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Dalam kasus-kasus 

pidana ke depan maka seluruh dokumen elektronik/informasi elektronik dalam 

penegakan hukum pidana tidak dapat digunakan sebagai bukti/petunjuk jika tidak 

memenuhi syarat yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 

 

 
kata kunci : Pembuktian, Alat Bukti Elektronik, Legalitas 
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ABSTRACT 

 

 
In the provisions of criminal procedural law, proving is a central point in 

examining cases in court. This is because it is through this stage of proof that a 

process, method and deed proves to show the right or wrong of the defendant in a 

criminal case in court. Regarding the evidence that can be used by judges to 

determine whether someone is guilty or not, it has been regulated in Article 184 of 

the Criminal Procedure Code which includes: Witness statements, expert statements, 

letters, instructions, and statements of the accused. Along with technological 

developments, electronic evidence becomes part of legal evidence when referring to 

a special law. Electronic evidence is part of the guiding evidence contained in 

Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which means that 

electronic evidence is not independent evidence as the five pieces of evidence 

mentioned in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but after the decision of 

the Constitutional Court Number 20/ PUU-XIV/2016 then "Inparticular Electronic 

Information and/or electronic documents as evidence are carried out in the context 

of law enforcement at the request of the police, prosecutors and/or other law 

enforcement agencies. In future criminal cases, all electronic documents/electronic 

information in criminal law enforcement cannot be used as evidence/instructions if 

they do not meet the requirements decided by the Constitutional Court. 

 

 
Keywords: Evidence, Electronic Evidence, Legality 
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